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KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR  :  3 A                                                       2011                                                                SERI :   E  

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

                                              NOMOR  03A  TAHUN  2011                                             

TENTANG 

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 3851); 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil 
pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja 
dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 
disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Kepada Walikota, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan 
Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah 
Kota Bekasi, dengan Peraturan Walikota. 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Nomor 4286); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Nomor 4355); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4737); 
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  11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 
 

  12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri A); 
 

  13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 
 

  1 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); 
 

  15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); 
 

  16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan  Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 
 

  17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D); 
 

  18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D). 
 

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
 
 

                          MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan 

 
: 

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN 
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH 
KOTA BEKASI  
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BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi.  
 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi. 
 

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 
 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi. 
 

7. Inspektur adalah Inspektur Kota Bekasi. 
 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 
 

9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI 
adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa 
Barat. 
 

10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu. 
 

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
  

12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia pada Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK 
RI adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
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BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal  2 
 

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk 
memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
 

Pasal 3 
 
 

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak 
lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
 

BAB  III 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal  4 
 

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup pelaksanaan, 
pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia, meliputi :  
a. Pemeriksaan keuangan; 
b. Pemeriksaan kinerja; dan 
c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

 
BAB  IV 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 5 
 

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi : 
I.     Pendahuluan 
II. Maksud dan Tujuan 
III. Ruang Lingkup 
IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia 
V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik 

Indonesia 
VI. Pelaporan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan 

Keuangan Republik Indonesia 
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VII. Standar Operasional Prosedur Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II, dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

sal 7 
 

Peraturan  ini   mulai   berlaku   pada   tanggal   diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal    01 Pebruari 2011             

 
 

                   WALIKOTA BEKASI 
 

                    Ttd/Cap 
 

                H. MOCHTAR MOHAMAD 
 
 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 01 Pebruari 2011 

 
Plt. SEKRETARIS  DAERAH KOTA  BEKASI 

 
         Ttd/Cap 

  
 

                 H. DUDY SETIABUDHI 
 

                                
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011  NOMOR   03A   SERI  E 

 
 


